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ABSTRAK

rondisi Indonesia yong Gdak stabil, menvebabkan munculnya herbaga
masalah, Diantaranya dibidang ekonomi den hukum, Terjadi penvelewenzan
terhadap keuangan negara stau korupsi vang dilakokan oleh banvak pihak, salah
satunya oleh pejabat negara. Dalam hukum pidans Indonesia, korupsi dianggap
sehagai tindak pidana vang harus didekati secora khusus. Hal ini dikarenakan
dalam kenyatasnnya korupsi int telubh menimbulkan kerugian negar vang sanpal
hesar, sehingga dapat herdampak pada timbulnya keisis diberbagai bidang, bukan
hanya dibidang ekonomi. namun juga terhadap hak-hak sosial masyarakal.
sehinppa dalam hal ini diperlukan sekali adanyva pembuktian, vang mana
pembuktian ini merupakan tahap yang penting dalam peradilan pidana guna
meneniukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tndak pidana korupsi, Yang
menjadi perumuosan masalah  di sint adalab Bagaimana pembuktion perkara
korupsi dalam  praktiknya di Pengadilan Negeri Padang, Kendala-kendala
pembuktian dalam perkara konepst di Pengadilan legeri Padang, dan fakwr-fakior
yang mempengarehi proses pembuktian, Dalam menjawab permasalahan tersebut
di atas, penulis memakar pendekatan secars vuridis sosiologis aleu empiris yaitu
pendekatan terhadap masalah dengan melihat pada norma-norma Bukum yang
berlaku dan dihubungkan dengan fakia-fakia vang ada di lapangan, Selain itu data
diperolch melalui studi kepestakaan, studi dokumen, wawancara dengan 2 (dua)
orang hakim dan | (setu) orang jaksa serta menganalisis salah sas kasus korupsi
vang telah diputus di Pengadilan Negeri Padang, Dari hasil penelitian, maka
dapatlah disimpulkan babwa dalam prakiiv peradifan terhadap tindak pidana
korupsi khususnya di Pengadilan Negeri Padung, scjauh ini masib menggunakan
ketentuan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, dan dalam prakeik
pembuktian masih ditemui Kendala-kendala, salah satunya adalah sulitnva untuk
mendepatkan alat bukti vang nantinya akan dibadirksn di persidangan, schingea
hal ini dapat menghambat peoses permbukiian. Selain it terdapat beberapa fakior
vang mempengaruhi pembuktian, Adapun fakior-faktor tersebul adalah fakior
hukum, penegak hukum, kesadaean hukuem massvarakal dan fakior sarana dan
prasarand atau fesilitas. Yang kesemua takior tersebut sangat mempengaruhi
proses pembuktian dalam rangka penegaken hukum, Adapun saran vang dapat
penulis kemukakan adalah dikarenskan kerupsi merupakan tindak pidana vang
luar biasa. mengingat sifat beratnva kejshatan tersebut revera ordinary crime ),
maka sangal  dibotubkan  adanya Vewere crdinery dnseeasment T uniuk
memberantasnva vaite dengan mensrnpkan sistem pembuklian lerbalik dalum
privses pembukliannya.
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PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Koreps: merupakan suatu fenomena sosial yang telah menjacdi realias perilaku
hidup manusia di dunia, Sampai saat ini dalam ioteraksi sosial dianggap sebagai
perbuatan vang menyimpang  ( deviear befiavior ). seria dapat membahavakan
kehidupan masvarakat, bangsa dan negara.

Pencelaan masyarakat terhadap perbuatan korupsi menonn konsepst vuridis
dimanifestasikan dalam rumusan hekum sebagay suaty tndak pudana vang periu
didekati dengan khusus, Karena diancam denpan pidana vang cokup berat bagi
para pelake vang meianggamy:s-z

Korupsi dan sudut terminologi berasal dan kata “Corrgpiio "dalam bahasa
latin vang berartl kerusakan atau kebobrokan, dan dipakar pula untuk suatu
keadaan atay perbustan vang busuk atsu burek, Koropsi jugs sering dikaitkan
denpan ketidak juuran atau Kecurangan seseorang dalam bidang keoangan, Jadi
melakukan  korupsi  berarti melakukan  kecurangan  atau  penvimpangan
menyangkut masalah keuangan,”

Perkara tindak pidana kompst merupakan perkarm vang dapat digolongkan ke
dalam "The White Collar Crime” atan “Kejahatan Kemh Putih™ hal imd

dikarevakan kasus-kasus tindak pidana korpsi sulit diongkap karena para
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pelakunya menggunakan peralatan vang cangpih serta biasanyva dilakukan oleh
lebih dari satu orang dalam keadaan vang terselubung dan terorganisasi.

Kejabatan i biasanyva  dilakukan oleh orang-orang yang mempunya
kedudukan tingg: dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas atau
pekerjaan sera wewenang yang dimilikinya, Sehingga perbedaan antara tinduk
pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya banya terletak pada tingkat sosial
ekonomi atan pendidikan pribadi para pelakunya,

Tindak pidana korupsi vang sclama ind legadi secara meluas. banvak
mendapat perhatian baik itu dar pemerintah maupun dan masyarakat. dan bukan
hunya di Indonesia. namun juga di berbagai belaban dunda lainnya. Fenomena im
dapat dimaklumi mengingat dampak oegatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana
korupsi  im dapat  membahayakan  stabilitas  dan Keamanan  masvarakal,
membahayakan pembangunan sosial ckonomi serta dapat merosak nitlai-nilai
demokrast dan moralitas karena lambat laun perbuatan in seakan menjadi sebuab
budayva. Sehingea dengan kata lain korups: merupakan ancaman terhadap cita-cita
menuju masvarakat yimg adil dan makm ur.”

Menyadart kompleksnya permasalahan korupst di tenpah-tengabh masyarakat,
maka tindak pidana korupsi depat dikategorikan sebapgai permasalahan nasional
vang harus dihadapi sccara sunppuh-sunppuh melalui langkah-langkah yang tepas
dan jelas dengan melibatkan selurub potens: vang ada dalam masyarzkal

khususnva pemerintah dan aparat penegak hukum.
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I dalam penerapan ketentuan hukom menvangkut tindak pidana koropsi.
masih menjadi persoalan vang semakin hari semakin komplic D7 samping ite
sudah menjadi prinsip vang universal hahwa tidak scorang pun dapac dijatohi
pidapa apabila tidak ada peraturan perundang-undanpan vang  mengaturnya
terlebth dahulu, dan setiap orang harus dibebaskan dan untutan hukum apahila
tidak 1erbukt melakukan tindak pidana seperti vang didakwakan, Hal 1m sesuai
dengan keteptuan Pasal 191 avat (1) dan (2) KIUHAT yang menvatakan. jika
pengadilan berpendapat bahwa darl pemeriksaan di sidang penpgadilan. kesalahan
terdakwa alas perbuatan vang didakwakan padanva tidak terbukti secam sah dan
meyakinkan, maka terdakwa dipotus behas,

(Oleh karena itu pembuktian menjadi sangat penting sebagal svarat vang
mendasar dalam penyidikan dan penuntutan terhadap adanva tindak pidana.Pada
persoalan sepertl im masalah timbul sehubungan dengan adanva ketentuan dalam
undanp-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31
Fabun 1999 juncto Undang-Unidang Nomor 20 Tahan 2001 vang memberlakukan
sistemn pembuktian tecbalik dalam proses penvidikan dan penututan. Apaksh hal
il tidak bertentangan dengan prnsip dan ketentuan umum tentang  beban
pembukiizn sepertt vang diatur dalam KUHA Y

Mepurut  KUHAP  beban pembuktian atac orang yang  seharesnya
membuktikan lentang terjadinya tindak pidana  adalah penuntut umom, ielapi
menurut undang-undang tindak pidana korupsi schegaimana yang diate dalam
Pasal 37 Undang-Undang MNomeor 21 Tabun 1999 yang sekaligus merupakan

penyimpangan dar ketentuan Kitabk Uindanpg-Undang Hukum Acarm Mdana, yang
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dimintakan aleh Undang-Lindang untuk membuokiikan bahwa a ndak melakukan
tindak pidana korupsi adalah terdakowa 1t sendin,

Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut bukan berarii ja tidak
melakukan korupsi sebab jaksa penuntut wmuom masih tetap berkewagiban uniek
membuktikan dakwaannyva, Keteptuan pasal ini merupakan pembuktian terbalik
vang terbatas, karena jaksa masih tetap harus membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertack untok mengkaji sceara lebih
mendalam entang pelaksanaan pembuktian dalam  tindak pidana korupsi, serta
menuangkannya  dalam  bentwk  karya  ilmiah  dengan Judul o PROSES
PEMBUKTIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA ( Studi Kasus PPada

Pengadilan Negeri Klas | A Padang ).
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BABI1V

FENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di muka tadi. maka dapat ditarik beberapa kesimpulan

sebagaimana dikermukakan di bawah ini-

Lalam bukum pidana Indonesia dianut ajaran pembuktian “Negarief
Wetelifh "vang telah memberikan perunan vang penting bagi alar bukti
dalam proses peradilan pidana, dikarenakan dengan alat-alst bukti inilah
hakim akan memperoleh kevakinan tentang bersalah  atag tidaknya
seseorang terdakwa melakokan tindak pidana korupsi sebapaimana vang
Gulahwakan jaksa penuntut umum kepada seorany terdakwa, Dalam
prakliknva di pengadilan Negeri Padang, dalam hal pembuktian perkara
tindak pidana korupsi temyata tidak  menggunakan ketentuan dalam
Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001, bal ini beranti secra umum proses peradilan pidana terhadap
tindak pidana korupsi masih dilakoksn menurut ketentuan-ketentzan yang
terdapal dalam KUHAP. Hanya sajs masih terdapal penyimpangan-
penvimpangan  terhadap  ketemtvan-ketentuan KUHATP  tersebut.  dan
penyinpanyn tersebut diperbolebkan sepanjang hal tersebut dinyatakan
tepas dalam Undang-Undang Tindak Pidena Korupsi, Sehingpa dalam
perkars korupst i berlaku asas Lex Specialis Derogat Lex Generali atau

kelentuan vang khusu dapat menpgenvampingkan ketentizan VAL, LTI,
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Sulitnya mendapatkan alat bukti sering kali dijudikan alasan olel penyidik
untuk tidak menyveret para pelaku tindak picana korupsi ke hadapan
pengadilan. Hal ini menyehabkan banyak pelaku tindak pidana korupsi
vang dapat lepas dar jangkauan hekum. Schingga hal mi sering kali
menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam rangka pembukiian
tindak pidana korupsi.

3. Dalam perkara tindak pidana korupsi ternvata terdapal beberapa faktor

yvang mempengaruhl proses pembuktian, Adapun faktor-fuktor tersebut
adalah f2kior hukum, fakior penepak bukum, faktor kesadaran masyarikat
dan fakior sarana dan prasarana atau fasilitas, Yang mana faktor-fakior
tersebut sangatlah penting dalam proses pembuktian tindak pidana

komipsi.

B. Saran

Sehubungan dengan upaya pembukiian tindak pidana korupsi. saran yvang

dapat penulis kemukakan pada bagian ini adalah -

1. Dikarenakan korupsi merupakan tindak pidana vang luar biass, mengingat
sifat beratnya kejabatan tersebut fextra ordinary crime ), maka sangal
dibutubkan adanya “extra ordingry instrament” untuk memberantasnya
valtu dengan menerapkan  sistem  pembuktian terbalik dalam proses
pembukiannya schagaimana yang diatur daiam Undang-Undang Nomor
31 Tabun 1994 juncte Undang-Undang Nomor 20 Tzhun 2001 tentang

Pemberadtasan Tindak Pidana Korupsi. .
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